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ABSTRAK 
 
EDSY AMDATU BAIHAQI (B111 10 106), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pemalsuan Akta Nikah, 
(Studi Kasus Di Kota Pare-Pare  Nomor: 125/Pid.B/2015/PN.Pare-
Pare)“ dibawah bimbingan H. M. Said Karim, selaku Pembimbing I 
dan Hj. Haeranah, selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap kejahatan pemalsuan akta nikah dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 125/Pid.B/2015/ 
PN.Pare-Pare  
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-pare . Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung dengan narasumber.  
kkkkkkkkHasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I) Penerapan hukum 
pidana materil terhadap kejahatan pemalsuan akta nikah studi kasus 
putusan nomor: 125/Pid.B/2015/PN.Pare-pare telah sesuai karena telah 
memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 263-266 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Surat. Serta selama 
pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, sehingga terdakwa dinyataka nmampu bertanggung jawab dan 
harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. (II) 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana pemalsuan akta nikah dalam studi kasus putusan nomor: 
125/Pid.B/2015/PN.Pare-pare Telah sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah 
keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat 
dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis 
hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan 
pemalsuan akta nikah. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.         Latar Belakang Masalah 
      Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dewasa ini, 
membawa pengaruh juga terhadap perkembangan perilaku terhadap 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan perilaku yang demikian 
apabila ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang dapat dikategorikan 
sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma 
(hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan terhadap 
perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan 
permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. (Bambang 
Waluyo, 2002 : 3). 
      Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. Penyelewengan yang demikian oleh masyarakat dianggap 
sebagai suatu pelanggaran dan bahkan kejahatan. Kejahatan dalam 
kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi 
oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. (Bambang Waluyo, 
2002 : 3). 
Salah satu syarat perkawinan perkawinan menurut Pasal 7 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :  
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“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun”. Penetapan batas-batas umur untuk sebuah perkawinan 
dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. 
Untuk itu seorang calon suami dan calon istri harus dapat menunjukkan 
kebenaran umur pada saat  akan dilangsungkan perkawina. Apabila calon 
mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka 
harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), 
(3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. 
Untuk itu agar hubungan menjadi legal, syarat-syarat yang ditetapkan 
dalam pernikahan harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan disyariatkan supaya 
manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan 
bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha 
Illahi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menyatakan :  “Perkawinan ialah ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
Berdasarkan pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah 
perkawinan memiliki dua aspek, yaitu :kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
(1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir 
batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan 
secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan 
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terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari 
perkawinan itu.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
(2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk 
keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang maha Esa”, artinya 
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, 
sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting. 
Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan 
adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah 
kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan 
perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-
masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah 
terpenuhinya syarat dan rukunnya.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkJJJJJJJJJJJJJJ 
 
B.      Rumusan Masalah 
      Berdsarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang 
masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemalsuan 
akta nikah ? 
2. Bagaimana Upaya penanggulangan aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi terjadinya kejahatan pemalsuan akta nikah ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan pemalsuan akta nikah. 
2. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan aparat penegak hukum 
mengatasi masalah pemalsuan akta nikah. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 
Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengemban ilmu 
pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana. Memberikan 
wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya 
bagi para akademisi mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku 
kejahatan pemalsuan akta nikah. 
2. Untuk bahan kepustakaan bagi masyarakat maupun aparat penegak 
hukum dalam menengani perkara terhadap pelaku kejahatan 
pemalsuan akta nikah. 
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BAB II    
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.   Kriminologi 
     Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu setidaknya dalam 
keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam 
pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu 
sendiri. 
    Kriminologi termasuk mata kuliah/cabang ilmu yang baru. Berbeda 
dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. 
Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, 
antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari 
gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula 
manusia adalah makhluk yang paling berkembang diantara makhluk lain. 
1. Pengertian Kriminologi  
           Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari 
kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zufa, 2001 : 9). 
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  Beberapa sarjana memberikan pengertian  yang berbeda 
mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah :  
        Edwin M. Sutherland (Soesilo, 1985  :  1) menyatakan bahwa 
“kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
kejahatan seluas-luasnya”. 
Defenisi lain dari kriminologi juga telah dikemukakan oleh Savitc 
dan John Stone (Romli Atmasasmita, 1987 : 83) menyatakan : 
             “Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan  yang 
mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan 
menganalisa keteraturan, keragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab 
musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi 
sosial terhadap kedua-duanya”. 
Soedjono Dirdjosiswono (1986 : 1) merumuskan bahwa 
“kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari 
kejahatan-kejahatan sebagai manusia”. 
             Constant (Abdulsyani, 1987 : 10) memberikan  pengertian bahwa 
“kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-
faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dari 
penjahat”. 
            Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9-10), 
memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelediki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger 
lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
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1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam. 
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh 
pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial). 
3. Psikilogi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan 
dari pelaku kejahatan antara lain ditunjukkan pada aspek 
kepribadiannya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan yang sakit jiwa atau urat syarafnya, atau lebih 
dikenal dengan istilah psikiatri. 
5. Penology, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya 
penghukuman, dan manfaat penghukuman. 
Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa : 
 
a. Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
b. Politik Kriminal, yaitu usaha penaggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi. 
c. Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan 
penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
 
            Bonger, dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, lebih 
mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang 
hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan. 
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    Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 10-11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of 
knowledge regardingcrime as a social phenomenon). Menurut Sutherland 
kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran 
hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya di bagi 
menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 
 
1) Sosiologi hukum, yang merupakan analisa ilmiah tentang kondisi 
sosial yang mempengaruhi perkembangan pidana. 
2) Etiologi criminal, yang merupakan ilmu yang mempelajari sebab-
sebab terjadinya kejahatan. 
3) Penology, yang mempelajari system penghukuman. 
 
    Oleh Thorsten Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 
11) defenisi ini diperluas dengan memasukkan conduct norms sebagai 
salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini 
lebaih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. 
 
           Lebih lanjut Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2001 : 11) menyatakan bahwa : 
“Tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan Sutherland. 
Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa 
pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang 
oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk 
melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. 
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Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan defenisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia.” 
      Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu untuk memperjelas, perlu ada 
batasan-batasan apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas. 
Jika diketahui batasannya, maka kemudian di bicarakan mengenai unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan kriminalitas itu sendiri, terutama 
siapa yang melakukan perbuatan criminal atau yang jahat dan bagaiman 
penanggulangannya. 
            Rusly Effendy (1989 : 10) memberikan pengertian kriminologi 
sebagai berikut : 
“Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri 
tujuannya adalah mempelajari penyebabnya hingga orang melakukan 
kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan ini. Apakah kejahatan itu 
timbul karena bakat orang itu adalah jahat atau disebabkan karena 
keadaan masyarakat sekitar, baik keadaan sosial atau keadaan ekonomi, 
kalau  sebab itu demikian dengan mengadakan pencegahan sedini 
mungkin disamping adanya pembinaan.” 
            Berdasarkan beberapa pengertian atau defenisi yang telah 
dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari 
faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan, upaya-
upaya penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap kejahatan atau 
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perkataan lain bahwa kriminologi ditujukan untuk mencari sebab-sebab 
kejahatan untuk meneliti latar belakang kelakuan jahat. 
         Kemudian menurut sahetapy (Muhadar, 2006 : 37) menyatakan 
bahwa : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
             “Tinjauan kejahatan dari sudut pandang viktimologi, selain 
perbuatan itu melanggar KUHP yang dilakukan oknum, juga melanggar 
perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh instansi atau lembaga 
resmi.” 
          Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang 
lingkup kriminologi adalah mencakup seluruh rangkaian gejala sosial, 
reaksi kejiwaan terhadap pelaku individu yang dapat menimbulkan 
kejahatan, sikap yang didasarkan oleh pengaruh alam dan sebagai akibat 
dari lahirnya reaksi sosial akan penilaian suatu tindakan yang subjektif. 
 
B. Kejahatan 
    Kejahatan dapat dipahami dari beberapa sisi yang berbeda 
karena seperti yang kita lihat berbagai fenomena kejahatan yang terjadi. 
Oleh sebab itu dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar 
yang berbeda-beda tentang kejahatan. Sementara dalam keseharian tidak 
mudah untuk memahami apa sebenarnya kejahatan itu.  
 Pengertian Kejahatan  
       Kata dasar dari kejahatan adalah jahat yang artinya 
sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpuhkan pada 
kelakuan seseoran. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau 
perbuatan jahat. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
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melanggar hukum atau yang  dilarang oleh undang-undang. Sampai 
sekarang belum ada definisi kejahatan yang disepakati untuk itu 
diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa 
perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. 
Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
(doleus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk 
menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. 
Van Bammelen memberikan defenisi kejahatan adalah 
perbuatan yang merugikan, sek aligus asusila, perbuatan mana yang 
menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan demikian 
menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu. 
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah 
perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya 
pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan yang 
dilakukan oleh manusia, sebenarnya pengertian kejahatan sampai 
sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan 
itu sendiri masih tergantung pada siapa, dimana, dan waktunya pengertian 
dikatakan. 
    Muhadar dalam bukunya meninjau kejahatan dari beberapa 
segi, yaitu : 
a. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; 
b. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; 
c. Tinjauan kejahatan secara kriminolois; 
d. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; 
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 Kejahatan dari segi formal yuridis harus memenuhi unsur delik 
(kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang 
hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu 
dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan 
pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian 
kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar 
hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam 
pidana oleh undang-undang. 
 Jika melihat pengertian kejahatan secara formal yuridis di atas 
maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa seseorang dikatakan 
penjahat apabila orang tersebut melanggar peraturan atau undang-
undang dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman. 
Contohnya, seseorang dapat dikatakan melakukan suatu pemalsuan 
apabila orang tersebut melanggar ketentuan Pasal 263. Dalam hal ini 
apabila orang tersebut belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut 
belum dapat dikatakan sebagai penjahat. 
 Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan 
merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang 
menginjak-injak nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di 
dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis 
sangat merugikan umum. 
Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya 
peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-
pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan 
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secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada 
tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas 
maupun pengertian khusus . kriminologi dalam pengertian umum meliputi 
segala hal yang yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan 
dan untuk mengembangkan hukum, bersama-sama dengan pemidanaan 
dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit 
meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang 
melakukan kejahatan. 
Tinjauan kejahatan secara viktimologis, unsur-unsurnya tidak 
hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis dan 
kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang 
terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya. 
Selain dapat dapat ditinjau dari keempat segi diatas ternyata 
kejahatan juga dapat  ditinjau dari segi psikologi. Dalam buku Chainur 
Arrasjid dikatakan bahwa secara psikologis kejahatan adalah manifestasi 
kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan 
dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
 Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan 
tidak normal (tidak selaras dengan norma)atau abnormal, yang jika dilihat 
dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut 
dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. 
a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang 
dilakukan oleh orang-orang : 
1) Yang menderita sakit jiwa, 
2) Yang tidak sampai sakit jiwa tetapi terdapat kelainan 
karena kondisi IQ-nya dan sebagainnya. 
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b.  Oleh faktor-faktor kegiatan yang wajar, namun terdorong 
menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh 
orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara 
profesional. 
c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi 
individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan 
mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh 
orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi 
sial yang dihadapinya. Jadi secara psikologi kejahatan adalah 
perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar 
norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si 
pelaku kejahatan tersebut. 
 
Selain pengertian kejahatan, penulis juga memberi sedikit 
penjelasan tentang pelaku kejahatan. Dalam buku Topo Santoso 
dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian Lamborosso perilaku kejahatan 
diklasifikasikan dalam empat golongan : 
a. Bom Criminial, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme, yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh 
nenek moyang manusia. 
b. Insane Criminal, orang-orang yang tergolong kedalam 
kelompok idiot, embisil atau paranoid. 
c. Occasional Criminal atau criminoloid yaitu perilaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus 
sehingga mempengaruhi pribadinya. 
d. Criminals of Passion,  yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena 
kehormatan. 
 
 
C. Kejahatan Pemalsuan 
1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan 
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah, baik 
ditinjau dari sudut pandang hukum, maupun ditinjau dari sudut pandang 
masyarakat. 
Pemalsuan adalah perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur 
keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang 
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sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah adanya padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya 
mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang 
sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan 
pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma 
dasar : 
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat 
tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong 
dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban 
masyarakat. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan Pemalsuan 
kejahatan pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan 
dengan unsur-unsur kejahatan pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka 
pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1): 
1. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu; 
2. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh 
memakai; 
b.        Unsur objeknya: a. Akta-akta autentik; 
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1. surat hutan atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian 
negara suatu lembaga umum; 
2.  surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 
3.   talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
4. surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkanuntuk 
diedarkan; 
Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau 
dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah: 
       Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai; 
b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1); 
c. seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; 
d. pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian; 
Unsur subyektif: 
e. Kesalahan: dengan sengaja. 
Model perumusan pasal 264 adalah sama dengan perumusan 
pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam pasal 263 ayat 
(1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur 
obyektifnya dalam pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat khusus 
yang mengandung sifat pemberatan. 
Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama 
dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. 
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Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), 
merupakan jenis surat-surat khusus. 
Pasal 266 merumuskan sebagai berikut: 
(1)  Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan 
kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan 
kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(2) Diamcam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memkai aka tersebut seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian. 
 
    Dalam pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. 
Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang 
menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik 
untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2): 
tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat 
pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1). 
           Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat 
dilihat unsur-unsurnya berikut ini. 
       Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari: 
 Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik; 
b. Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu; 
c. jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian; 
    Unsur subyektif: 
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 Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. 
     Unsur-unsur kejahatan pemalsuan ayat (2), terdiri dari: 
     Unsur-unsur obyektif: 
a. Perbuatan: memakai 
b. Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1); 
c. seolah-olah isinya benar; 
    Unsur subyektif: 
 Kesalahan: dengan sengaja. 
3. Jenis-Jenis Kejahatan Pemalsuan 
Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk 
kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, 
pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. 
a. Sumpah Palsu 
Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. 
Keterangan dengan lisan berarti seseorang mengucapkan keterangan 
dimuka seoarang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian 
Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang 
saksi didalam sidang pengadilan. Ciri sumpah adalah menurut peraturan 
agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti 
bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa 
keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada 
waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi 
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membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara 
pidana. 
b.  Pemalsuan Uang 
           Obyek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang 
kertas Negara dan bank. Dalam Pasal 244 yang mengancam dengan 
hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjaga. Barangsiapa 
membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas 
Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau 
untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. 
Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal 
ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat 
seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja. 
c .   Pemalsuan Merek dan Materil 
Pemalsuan materil yang termuat dalam Pasal 253, yaitu pasal 
pertama dari title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan 
cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih 
ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan 
pemalsuan materai ini sama tidak seluas seperti dalam hal pemalsuan 
uang yang dapat diakatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti 
bahwa kini maksimun hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. 
Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena 
pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai 
berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur 
perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan 
adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh 
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undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai 
berbagai surat keterangan, misalnya suarat kuasa, tidak dapat diterima 
sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan 
perkara di muka pengadilan, surat-surat dapat dipergunakan sebagai alat 
pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-
undang. 
d.  Pemalsuan Surat 
 Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai 
kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan 
masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai 
kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung 
dirugikan dengan pemalsuan surat ini. 
Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana 
1. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu 
perjanjian utang atau yang diperuntuhkan sebagai bukti dari 
sesuatu kejadian. 
2. Membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya 
palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, 
tetapi kemudian palsu). 
3. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain. 
4. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
         Kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidak hanya merugikan 
individu, melainkan merugikan banyak orang, organisasi maupun suatu 
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komunitas. Kejahatan yang terjadipun tidak hanya sejenis melainkan 
memiliki banyak jenis sesuai dengan tujuan dan akibat yang ditimbulkan.  
Adapun penggolongan kejahatan tersebut digolongkan berdasarkan 
beberapa pertimbangan :  
a. Motif Pelakunya 
   Bonger membagi kejahatan berdasarka motif pelakunya               
sebagai berikut : 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
2. Kejahatan seksual (sexual cerime), misalnya perbuatan zinah. 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakkan PKI. 
4, Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan dengan motif balas dendam. 
b. Berat/Ringan Ancaman Pelakunya 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-II (Dua) KUHP. Seperti, pembunuhan, pencurian dll. 
Golongan inilah yang dalam bahasa inggris disebut felony. 
Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke-III (tiga) KUHP, seperti, saksi di depan persidangan 
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yang memakai   jimat pada waktu ia hrus memberikan 
keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman 
kurungan selama 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam 
bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannnya 
biasanya hukuman denda saja. 
c. Kepentingan Statistik 
1. Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya    
pembunuhan, penganiayaan, dll. 
2. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan, dll. 
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency), misalnya perbuatan cabul. 
d. Kepentingan Pembentukan Teori 
             penggolongan ini didasarkan adanya kelas - kelas 
kejahatan. Kelas - kelas kejahatan ini dibedakan menurut proses 
penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik - tehnik 
organisasinya dan timbulnya kelompok – kelompok yang 
mempunyai nilai – nilai tertentu pada kelas tersebut. 
Penggolongannya adalah : 
 1. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
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profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang 
dan pencopetan. 
2. Organized Crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh : 
pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan 
pelacuran. 
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Contoh : pencurian dirumah – rumah, pencurian 
jemuran, penganiayaan, dll. 
e. Ahli- Ahli Sosiologi 
1. Violent personal crime (kejahatan, kekerasan terhadap orang), 
misalnya pembunuhan (murder), penganiayaan (assault), 
pemerkosaan (rape), dll. 
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contoh : pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko – toko besar (shoplifting). 
3. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contoh : white collarcrime (kejahatan kerah putih), seperti 
korupsi. 
4. Political crime(kejahatan politik). Contoh : treason 
(pemberontakan), espinage (spionase), sabotage (sabotase), 
guerilla warfare (perang gerilya), dll. 
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5. public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum), 
kejahatan ini biasa juga disebut ”kejahatan tanpa korban” 
(victimless crimes). contoh  : pemabukan (drunkness), 
gelandangan (vagrancy), perjudian (gambling), wanita 
melacurkan diri (prostitution). 
6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh : 
perampokan (robbery), penggarongan (burglary), pencurian 
kecil-kecilan (larceny), dll. 
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh : pemerasan 
(racketeering), perdagan wanita untuk pelacuran (woman 
trafficking), perdagangan obat bius, dll. 
8. Proffesional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 
Contoh : pemalsuan (counterfeiting), pencopetan 
(pickpocketing), dll. 
 
4. Kejahatan Pemalsuan Akta Nikah 
 Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat  menjadi objek dari Kejahatan 
pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 
sampai dengan Pasal 267 yang dapat dibedakan menjadi 4 macam 
kejahatan pemalsuan surat yakni : 
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1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan 
surat (Pasal 263). 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264). 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik 
(Pasal 266). 
4. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 266, 267). 
 
 Pemalsuan Surat Pada Umumnya 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya berupa 
pemalsuan surat dalam bentuk pokok  yang dimuat dalam Pasal 263, 
yang merumuskan adalah sebagai berikut ; 
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidina 
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun” 
 
Perbuatan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah 
dengan cara bagaimnapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah 
surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda 
dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu  
isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran 
atau tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak 
berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah 
orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan membuat surat palsu, 
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memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagaian atau seluruh isi 
surat. 
 Pemalsuan Surat Yang Diperberat 
Pasal 264 merumuskan yakni pemalsuan surat dipidana dengan 
penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap : 
1. Akta-akta otentik. 
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau   
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya. 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai. 
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga yang diterangkan dari 
surat yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan. 
 
Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan 
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yamg isinya tidak 
asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika 
pemakaian surat itu yang menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan 
diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor 
macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan 
adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan 
kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih 
tinggi daripada surat-surat biasa atau lainnya, keperrcayaan yang lebih 
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besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah 
menyebabkan diperberat ancaman pidananya. 
D. Teori – Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Kejahatan yang terjadi pada masyarakat memiliki penyebab atau 
alasan yang berbeda – beda, adapun alasan – alasan pelaku kejahtan 
sangat beragam dan menyangkut banyak faktor. Alasan melakukan 
kejahatan banyak dipengaruhi dari faktor lingkungan, ekonomi, maupun 
psikologis seorang pelaku kejahatan. 
Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahtan, yaitu : 
1) Faktor personal, termasuk didalmnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis 
(agresivitas, kecerobohan dan keterasingan) dan 
2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan 
waktu. 
 
Dalam perkembangan terdapat beberapa faktor menjelaskan 
sebab – sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau 
mazhab – mazhab dalam kriminologi. Aliran – aliran tersebutantara lain : 
a. Aliran pertama adalah adalah aliran klasik. Aliran klasik timbul di 
Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Aliran ini 
berpendapat bahwa perbuatan manusia didasarkan atas 
pertimbangan dan didasarkan rasa senang dan tidak senang. 
Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang 
buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memiliki 
kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak 
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mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah 
dipertimbangkan, walaupun dengan prtimbangan tersebut lebih 
banyak mendatangkan kesenangan. Aliran ini menganggap bahwa 
setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri – sendiri 
mengenai untung dan dan ruginya, dari perbuatan yang akan 
dilakukannya itu. 
b. Aliran kedua adalah kartograpik, aliran ini dikembangkan di Prancis 
dan menyebar ke Inggris dan Jerman,. Aliran ini memperhatikann 
penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor 
geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan 
merupakan perwujudan dari kondisi – kondisi sosial yang ada. 
c. Aliran ketiga adalah sosialis, aliran ini bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan atas 
determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan 
timbul disebkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai 
dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor – 
faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
d. Aliran keempat adalah tipologi, ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini, yaitu Lamborssini, Mental Tester, dan psikiatrik 
yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi. Mereka 
mempunyai asumsi bahwa perbedaan penjahat terletak pada sifat 
tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu 
berbuat kejahatan dan seseorang lain berbuat kejahatan mungkin 
diturunkan dari orangtua atau merupakan ekspresi dari sifat – sifat 
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kepribadian dan keadaan maupun proses -  proses lain yang 
menyebabkan adanya potensi – potensi pada orang tersebut. 
e. Aliran kelima adalah aliran sosiologi, aliran ini menganalisis sebab – 
sebab kejahtan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan 
sebagai “a function of enviroment” tema sentral aliran ini adalah 
Sutherland, ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di 
dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial di pelajari 
dengan berbagai cara. 
f. Pengaruh positivisme ilmu, pengaruh positivisme ilmu menagtakan 
bahwa orang yang melakukan kejahatan, karena adanya pengaruh 
dari lingkungan, seperti pergaulan, faktorlingkungan ekonomi, 
seperti kemiskinan, semboyan aliran pengaruh positivisme ini 
adalah “die welt ist mehr schuld an mir, als ich” (bahwa dunia lebih 
bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada 
saya sendiri). 
g. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu), menurut aliran ini 
(kombinasi), yang dipelopori oleh murid Lambroso, yaitu Enrico 
Ferry (1856 - 1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor – faktor 
Bio-Sosiologis atau bakat lingkungan, yang secara bersama – 
sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang 
yang pada asaatnya dapat berbuat jahat. 
 
      Dalam buku A.S. Alam dijelaskan bahwa unsur-unsur pokok 
untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh yang saling 
berkaitan dan harus terpenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 
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1.   Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2.  Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang. 
3.   Harus ada perbuatan (criminal act). 
4.   Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
5.   Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6.  Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7.   Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
Jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan yang 
dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat 
atau kejahatan. Karena ketujuh unsur diatas saling saling berkaitan satu 
sama lain yang tidak dapat dipisahkan. 
Selain pendapat diatas B. Simandjuntak juga mengemukakan 
pendapatnya tentang unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat 
yaitu : 
1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam 
ketentuan pidana; 
3. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat; 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di 
dalam Undang-undang. 
 
E. Teori – Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di 
bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal 
(diluar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada 
sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih 
meniti beratkan pada sifat represif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 
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sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapa dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non 
penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatn. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
Dalam buku A. S Alam diterangkan bahwa penanggulangan 
kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1). Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tinndak pidan. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terintemalisasikan dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesematan untuk melakukan 
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan itu berasal 
dari teori NKK, yaitu ; niat+kesempatan terjadi kejahatan. 
  2)  Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini 
yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. 
3)  Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum 
(law enforcemment) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh 
masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang yang pada hakikatnya 
merupakan hasil perbuatan dari masyarakat itu sendiri. Adapun upaya 
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pemerintah sangat beragam dalam menanggapi kejahatan dan pelaku 
kejahatan tersebut, namun kejahatan yang terjadi pada masyarakat tak 
kunjung berkurang. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi  
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnangels, upaya penanggulangan dapat ditempuh 
dengan cara : 
a) Criminal application (Penerapan Hukum Pidana) 
  Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya. 
b) Preventif without punishment (Pencegahan tanpa Pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak 
dikenal hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishment (media 
massa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap 
kejahatan dan pandangan melalui media massa).dddddd 
Contohnya : mensosialisasikan suatu Undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
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Selain upaya penanggulangan diatas terdapat pula strategi 
kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres-
kongres PBB, yang pada garis besarnya sebagai berikut: 
a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah 
meniadakan faktor – faktor penyebab/kondisi yang 
menimbulkan terjadinya kejahatan. 
b. Pencegahan Kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh 
dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistis dan 
fragmentair). 
c. Kejahatan - kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB 
untuk ditanggulangi. 
d. perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak 
hukum. 
e. perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan 
manajemen organisasi/manajamen data. 
f. Disusunnya beberapa “Guidelines”, “Basic Principles”, “Rules”, 
dan “Standard Minimum Rules (RMS)”. 
g. Ditingkatnya “kerja sama internasional” (International 
cooperation) dan “bantuan teknis” (technical assistance) 
dalam rangka memperkukuh “the rules of law” dan 
“management of criminal justice system”. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Secara luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi 
pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 
perundangan - undangan dan badan – badan resmi yang bertujuan untuk 
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menegakkan normal – normal sentral dari masyarakat. Sedangkan, peran 
masyarakat adalah masyarakat tituntut untuk peka terhadap lingkungan 
sekitar, sigap dalam melaporkan apabila melihat adanya ciri – ciri 
perbuatan jahat yang dilakukan dilingkungan sekitar. 
Secara sempit, lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun, karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu , peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
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BAB III 
METODE DAN LOKASI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pare-pare. Alasan 
mengambil lokasi penelitian tersebut, disebabkan karena judul skripsi 
yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.  
B.      Jenis dan Sumber Data jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
           Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu :  
1.  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi. Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama 
(responden) pada lokasi penelitian.  
2.    Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur 
bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
C.       Teknik Pengumpulan Data  
  Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:  
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 1.    Penelitian kepustakaan (library research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
2.  Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Pare-
Pare yang menangani kasus tersebut.  
D.   Analisis Data  
  Data yang baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis   dengan    teknik    kualitatif   kemudian    disajikan    secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan      
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Akta Nikah 
Sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 telah terjadi enam kasus 
yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Pare-pare,  
kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah. Kedua kasus tersebut ditinjau 
dari sisi yuridis telah sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang 
membebankan pertanggung jawaban terhadap pelakunya. Objek studi ini 
mengambil aliran yuridis, aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian 
yang layak bagi objek studi kriminologi adalah mereka yang diputuskan 
oleh pengadilan pidana sebagai seseorang yang bersalah melakukan 
delik oleh karena adanya perbuatan yang dilakukannya. 
Menurut salah seorang polisi pada kepolisian Resort Pare-pare 
Usman Burhanuddin (wawancara tanggal 12 Mei 2016), bahwa 
kebanyakan pelapor adalah perempuan dimana posisinya sebagai istri 
sah para pelaku. Adapun upaya awal dari pihak kepolisian adalah 
meminta bukti awal dari pelapor, salah satu bukti awal pada delik ini 
adalah fotokopi buku register catatan perkawinan dari Kantor Urusan 
Agama (KUA). 
Adapun kejahatan ini, dapat dihindari apabila pegawai Kantor 
Urusan Agama dengan teliti memeriksa berkas atau kelengkapan surat – 
surat yang disetor calon pengantin. 
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1. Data Kejahatan Terhadap Pemalsuan Akta Nikah 
Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan  
oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana 
umum. Hal ini dapat dilihat dalam  KUHP  Pasal 6  Ayat (1) sub  a,  bahwa  
penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.  
Kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah sebagai tindak 
pidana umum yang  diatur dalam  KUHP  dan  merupakan  wewenang  
kepolisian  untuk mengadakan  penyidikan, sehingga  di Kepolisian  dapat 
diketahui tentang jumlah kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah yang 
dilakukan oleh warga masyarakat.  Seperti halnya  dengan  daerah  lain, 
di Sulawesi Selatan  pada umumnya  dan  Kota  Pare-Pare pada  
khususnya, tidak luput pula  dari  gangguan keamanan dan ketertiban 
dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya 
kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah. Hal ini membawa dampak  
negatif terhadap  psikologis anak maupun  suami atau  istri sebelumnya. 
Kejahatan  ini juga  bertolak belakang  dengan  norma  sosial maupun 
norma agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.  
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan 
kejahatan yang terjadi di Kota  Pare-Pare khususnya, maka  di bawah  ini  
akan  disajikan  data  kejahatan  yang  terjadi di Kota  Pare-Pare. 
Secara umum  dan  secara khusus mengenai kejahatan  
terhadap  pemalsuan akta nikah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  
kurun  waktu  3  (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 
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2015. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  di kantor 
Mapolrestabes Kota Pare-Pare, jumlah kasus kejahatan yang dilakukan di 
Kota Pare-pare secara umum dari  tahun  2013  sampai tahun  2015  
secara  keseluruhan  tercatat ada  8984 kasus. Dari  total kasus kejahatan  
tersebut,  enam  diantaranya  adalah kejahatan  terhadap  pemalsuan. 
Untuk lebih jelasnya  penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah 
ini :  
 
 
 
 
Tabel 1 
 
Kasus kejahatan yang terjadi di Kota Pare-pare secara umum,  
kurun waktu 2013-2015 
 
 
 
No 
 
Tahun 
 
Laporan 
 
1 
 
2013 
 
2784 
 
2 
 
2014 
 
3212 
 
3 
 
2015 
 
2988 
 
Jumlah 
 
8984 
                           Sumber : Mapolresta Pare-Pare, 2015 
 
Berdasarkan  data  di  atas, dapat disimpulkan  bahwa  
intensitas kasus kejahatan secara umum di Kota Pare-pare meningkat di 
tahun 2013 lalu menurun di tahun 2015.  
Pada tahun 2013 tercatat laporan yang masuk sebanyak 2784 
kasus. Pada  tahun  2014  tercatat laporan  yang  masuk sebanyak 3212  
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dan pada tahun 2015 tercatat laporan yang masuk sebanyak 2988 kasus.  
 
Tabel 2 
Kasus kejahatan pemalsuan akta nikah di Kota Pare-pare kurun waktu 
2013-2015 
 
No Tahun Laporan Selesai 
1 2013 2 2 
2 2014 2 1 
3 2015 2 2 
Jumlah 6 5 
Sumber : Mapolresta Pare-pare, 2015 
 
 
Berdasarkan  data  pada  tabel 2, dapat disimpulkan  bahwa  
kejahatan terhadap  pemalsuan akta nikah  yang  dilakukan  oleh  
masyarakat Kota  Pare-pare tidak meningkat dan  tidak menurun. Pada  
tahun  2013  terdapat dua  laporan yang masuk dan kedua duanya dapat 
diselsesaikan. Adapun satu kasus yang seharusnya  memiliki  dua  
terdakwa  yaitu  suami dan  istri,  pada  saat berkas sampai ke  
Pengadilan  hanya  berkas terdakwa  istri, berkas terdakwa  suami tidak 
ikut  dilimpahkan.  Pada  tahun  2014  terdapat dua  laporan  yang  masuk, 
namun hanya satu kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2015 
terdapat dua  laporan  yang  masuk dan  kedua  duanya  dapat 
diselesaikan. Secara keseluruhan  kasus kejahatan  terhadap  pemalsuan 
akta nikah  dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian 
pengadilan negeri.   
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Hasil penelitian  penulis  di kantor Mapolrestabes  Kota  Pare-
pare, kasus kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah ini tak jarang 
memiliki dua terdakwa yaitu  si suami dan  si istri. Adapun  salah  satunya  
tidak dapat  dijadikan terdakwa apabila benar – benar tidak mengetahui 
bahwa pasangan mereka telah memiliki ikatan perkawinan yang sah 
sebelumnya dan belum bercerai. Selain  itu, pada  kasus ini, penyidik 
kepolisian  selalu  menuliskan  dua  pasal yang  patut  diduga  dilakukan  
oleh  terdakwa  yaitu  Pasal 279  KUHP  tentang Kejahatan  terhadap  
asal usul perkawinan  dan  Pasal 263  KUHP  tentang Pemalsuan surat 
serta Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan. 
 
2.  Alur Kriminologi  
 
 
a. Kasus Pertama  
 
Pada  tahun  2013, terdapat dua  kasus dimana  pada  kasus 
pertama pelaku  AN (wanita) mengatakan  bahwa  ia melakukan  
kejahatan  terhadap  pemalsuan  dikarenakan  suami pelaku  sering  
melakukan  pemukulan sehingga pelaku AN (wanita) tidak tahan dan lari 
bersama pelaku SB (pria, selingkuhan si AN). Sedangkan pelaku SB (Pria, 
selingkuhan si AN) melakukan  tindakan tersebut  karena  merasa  sayang  
pada  pelaku  AN (wanita), dan  suami pelaku AN tidak ingin dicerai 
sehingga pelaku SB (pria, selingkuhan si AN) mengajak pelaku AN 
(wanita) untuk lari dan melakukan pernikahan. Setelah itu pelaku AN 
(wanita) dan pelaku SB (pria, selingkuhan si AN) melaksanakan 
pernikahan di Kota Pare-pare. Dari posisi kasus pertama di atas dapat 
diuraikan bahwa motif pelaku AN (wanita) dalam melakukan kejahatan 
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terhadap pemalsuan akta nikah adalah  : 
 Sering mendapatkan kekerasan fisik dari suami 
 Suami tidak ingin diceraikan 
 
Sedangkan motif pelaku SB (pria, selingkuhan si AN) dalam 
melakukan kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah adalah : 
 
 
 Merasa iba akan pelaku AN 
 
 Rasa sayang pelaku SB ke pelaku AN  
 
 
 
b. Kasus Kedua 
 
Pada kasus kedua, pelaku KC (pria) melakukan kejahatan 
terhadap pemalsuan akta nikah didasari atas ketidakharmonisan dengan 
sang istri. Sehingga  pelaku  KC (pria) berselingkuh  dengan  pelaku  WD 
(wanita, selingkuhan si KC), dan menyebabkan  pelaku  WD (wanita, 
selingkuhan si KC) berbadan  dua, sehingga  pelaku  KC (pria) merasa  
harus bertanggung  jawab  dan  menikahi pelaku  WD (wanita, 
selingkuhan si KC) tanpa  meminta  persetujuan  istri sah.   
 
Dari  posisi kasus  kedua,  dapat  disebutkan  bahwa  motif  
pelaku  KC dalam melakukan kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah 
adalah  : 
 
 
 Ketidak harmonisan rumah tangga sebelumnya  
 
 Rasa tanggung jawab karena telah menghamili pelaku WD  
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Sedangkan  motif  pelaku  WD melakukan  kejahatan  terhadap  
pemalsuan akta nikah  adalah  karena  telah  berbadan  dua  dan  untuk 
menutupi malu keluarga. 
 
c. Kasus Ketiga   
Pada  tahun  2014  hanya  satu  kasus yang  diproses dan  
terdapat dua terdakwa  yang  mana  berkasnya  dipisah  (splitsing). Pelaku  
EL (pria) mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan terhadap pemalsuan 
akta nikah didasari atas rasa  suka  terhadap  tetangga  kamar rumah  
susun  pelaku.  Pelaku  EL (pria) mengatakan  bahwa  pada  tahun  2012  
pelaku  EL  bekerja  di luar  kota  dan tinggal secara terpisah dengan sang 
istri. Selama bekerja pelaku EL (pria) tinggal disalah  satu  kamar pada  
rumah  susun. Pada  saat itu, pelaku EL (pria) berhadapan kamar dengan 
pelaku FJ (wanita, selingkuhan si EL), pelaku FJ (wanita, selingkuhan si 
EL) saat itu masih memiliki suami yang sah dan tinggal bersama. Setelah  
beberapa  bulan  pelaku  FJ (wanita, selingkuhan si EL) ternyata  
mengalami permasalahan  rumah tangga  dengan  sang suami dan  sering  
curhat dengan pelaku EL (pria). Akhirnya pelaku FJ (wanita, selingkuhan 
si EL) bercerai dan menjalin hubungan dengan pelaku EL, karena pelaku 
EL (pria) mengaku telah duda. Pada bulan Desember 2012 pelaku EL 
(pria) dan  pelaku  FJ (wanita, selingkuhan si EL) melakukan  pernikahan  
di kantor KUA Pare-pare. Setelah menikah  pelaku  EL (pria)  mengaku  
kepada  pelaku FJ (wanita, selingkuhan si EL) bahwa  dirinya  tidak 
berstatus duda melainkan masih terikat tali perkawinan yang sah dengan 
istri pertama, pelaku EL (pria) tidak meminta izin istri pertama karena takut 
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tidak diizinkan.  
Dari  kasus di  atas, ternyata  motif pelaku  EL  melakukan  
kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah adalah  : 
 
 
 Tempat tinggal yang berjauhan dengan istri pertama  
 
 Takut meminta  izin kepada  istri  pertama  karena  tidak    
akan diberi izin untuk menikah lagi  
 
 
Sedangkan pelaku FJ yang awalnya tidak mengetahui 
seharusnya tidak menjadi terdakwa,  namun  karena  dianggap  telah  
mengetahui oleh  penyidik kepolisian sehingga turut menjadi terdakwa.  
 
 
d. Kasus keempat 
 
Tahun  2015  terdapat dua  kasus,  pada  kasus  pertama  
pelaku melakukan  kejahatan pemalsuan akta nikah didasari  motif  yang  
sama  dengan  kasus kedua  pada tahun 2012 yaitu pelaku GM (pria) 
tidak merasa rukun dengan istri pertama sehingga berselingkuh dengan 
pelaku HS (wanita, selingkuhan si GM). Pelaku HS (wanita, selingkuhan si 
GM) mengetahui bahwa pelaku GM (pria) telah berisitri, namun  karena  
selalu  dibujuk pelaku  HS (wanita, selingkuhan si GM)  pun  tetap  
menjadi selingkuhan  pelaku  GM (pria)  dan  akhirnya  pelaku  HS 
(wanita, selingkuhan si GM) berbadan  dua  yang  membuat pelaku GM 
(pria) dan pelaku HS menikah di kantor KUA Baccuki.  
 
Dari  posisi  kasus di  atas maka  dapat dilihat  bahwa  motif  
pelaku  GM dalam melakukan kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah 
adalah  : 
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 Keadaan rumah tangga yang tidak rukun  
 Pelaku  HS telah  berbadan  dua  sehingga  pelaku  GM 
merasa bertanggung jawab untuk menikahinya.  
 
Dan  motif dari  pelaku HS (wanita, selingkuhan si GM) adalah  
karena  telah  berbadan  dua  sehingga untuk menutup  malu dan  agar 
anaknya  nanti dapat memiliki  akta  kelahiran maka  pelaku  melakukan  
kejahatan  terhadap  pemalsuan akta nikah. 
 
e. Kasus Kelima 
 Adapun berkas dakwaan pelaku terpisah (splitsing) Adapun 
kasus kedua pada tahun 2015, pelaku IP (pria) mengatakan bahwa ia 
melakukan  kejahatan  terhadap  pemalsuan akta nikah  didasari  oleh 
ketidakpahaman pelaku terhadap upaya hukum. Pelaku IP (pria) 
mengatakan bahwa keadaan  rumah  tangga  pelaku  dengan  istri  sudah  
tidak harmonis, dimana sering  terjadi pertengkaran  sehingga  pelaku  
mengajukan  cerai kepada  istri, dan  telah  diputus verstek oleh  
Pengadilan  Agama  Barru. Namun  istri pelaku  melakukan  upaya  hukum  
verset  (upaya  hukum  melawan  putusan verstek), pelaku IP (pria) telah 
diberikan salinan surat mengenai upaya tersebut dan ternyata pelaku tidak 
mengerti dan mengira bahwa putusan verstek tersebut telah  berkekuatan  
hukum  tetap  (incraht). Setelah  itu  pelaku  pergi ke  Kota Pare-pare 
untuk bekerja  dan  menikah  lagi dengan  berstatus duda  (dengan 
mengajukan  salinan  surat putusan  cerai verstek  dari  Pengadilan  
Agama Barru), padahal  upaya  hukum  yang  diajukan  istri  belum  
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selesai, sehingga perkawinan pertama masih dianggap sah dan belum 
putus secara hukum.  
Dari  posisi  kasus di  atas, dapat ditarik bahwa  motif  pelaku  
IP  adalah : 
 ketidakpahaman  pelaku  terhadap  persoalan  hukum  
yang     sedang  dijalani,  
 
 serta ketidaktahuan pelaku terhadap upaya hukum 
verset. 
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3.  Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan terhadap 
Pemalsuan Akta Nikah di  Kota Pare-pare 
 
Pada  pembahasan  sebelumnya, telah  dipaparkan  berbagai motif 
masing  –  masing  pelaku  yang  menjadi subjek penelitian  dalam  skripsi  
ini. 
Sedangkan  pada  bab  ini akan  dipaparkan  analisis terhadap  
motif - motif tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan ada enam faktor 
yang berpengaruh, yang masing – masing faktor jika ditinjau dari sudut 
pandang keharusannya dapat menjadi sebab  tunggal maupun  sebagai 
sebab  penunjang.  Sebab  – sebab tersebut antara lain :  
a.  Faktor keluarga yang tidak rukun  
Faktor keluarga merupakan unsur terpenting dan berlaku umum 
pada  hampir  setiap  kasus kejahatan  terhadap  pemalsuan akta nikah, 
sehingga  faktor ini tidak terlalu terikat terhadap  pelaku, waktu  dan 
tempat  tertentu. Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  salah  satu 
penyebab dari kejahatan yang dilakukan pelaku AN, KC, GM dan IP 
adalah karena ketidakharmonisan dan ketidakrukunan keadaan rumah 
tangga para pelaku. Sehingga  para pelaku  berselingkuh  dan  menikahi 
perempuan dan lelaki lain tanpa sepengetahuan para korban (istri atau 
suamikpertama).  
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b.  Faktor kekerasan  
 
 
Sebab  kedua  adalah  kekerasan,  dimana  para pelaku  yang 
berjenis kelamin  wanita  melakukan  kejahatan  ini dikarenakan  para 
suami mereka  sering  melakukan  kekerasan  fisik terhadap  mereka. Dari 
hasil penelitian pelaku AN (wawancara tanggal 18 Mei 2016) mengatakan 
bahwa, ia sering mendapatkan kekerasan fisik dari sang suami berupa  
pukulan, tamparan, tendangan  serta sundutan  rokok pada  tubuh  
pelaku.  
Pelaku  ingin menceraikan  suami,  namun  suami tidak 
menginginkannya sehingga pelaku berselingkuh dan lari bersama 
selingkuhannya  agar dapat terbebas dari suami dan  melakukan 
kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah yaitu melakukan perkawinan di 
kota Pare-pare secara sah dan tercatat di KUA.  
Adapun  menurut penulis, faktor kekerasan  ini tidak dapat 
dijadikan  alasan  tersangka  untuk melakukan  kejahatan  terhadap 
pemalsuan akta nikah  ini. dikarenakan, tersangka  seharusnya  dapat 
menghindari  kejahatan  ini, dengan  melakukan  perceraian. Dimana, 
perceraian  dapat dilakukan  walaupun  suami tidak menginginkan  hal 
tersebut. 
 
c.  Faktor internal  
Sebab ketiga adalah faktor internal, dimana para pelaku terlibat 
perasaan yang mendalam. Dimana, para pelaku tidak dapat bertindak 
secara benar atau  membenarkan  apa  yang  mereka  lakukan. 
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Maksudnya  adalah  pola pikir para pelaku  sudah  bercampur dengan 
keadaan – keadaan yang tidak dapat mereka atasi, para pelaku sudah 
tidak dapat berfikir jernih  atau  para  pelaku  sudah  tak  memiliki  jalan 
keluar lain  sehingga  dengan  berat hati ataupun  sukarela melakukan 
kejahatan  ini. Para  pelaku  mengetahui  bahwa  apa  yang  mereka 
lakukan  adalah  salah,  namun  karena  dorongan  perasaan,  rasa 
tanggungjawab, rasa kasihan maupun rasa sayang maka para pelaku 
melakukan kejahatan ini. Selain itu, tingkat pengetahuan para pelaku yang 
masih rendah sehingga  kejahatan  ini dapat mudah  terjadi. Seperti para 
pelaku dengan  mudah  dibujuk untuk menjadi selingkuhan  dan  lari  
bersama untuk menikah di kota lain. 
 
Pelaku SB (pria, selingkuhan si AN) (wawancara tanggal 19 
Mei 2016) mengatakan bahwa  ia melakukan  kejahatan  ini dikarenakan  
rasa  sayang  pelaku terhadap pelaku AN (wanita) sehingga dengan 
sukarela ikut lari keluar kota untuk hidup bersama. Selain itu pelaku SB 
(pria, selingkuhan si AN) merasa kasihan dan tak tahan lagi dengan  
kelakuan  suami pelaku  AN (wanita)  yang  selalu melakukan  kekerasan 
fisik terhadap  pelaku  A (wanita) sehingga  dengan  tidak berfikir panjang 
melakukan  kejahatan  tersebut.  Pelaku  SB  juga  mengatakan  bahwa 
pelaku  hanya  seorang  tamatan  SMA  sehingga  tidak berfikir panjang 
tentang perbuatannya, dan merasa bahwa perbuatannya menjauhkan 
pelaku  AN  dari  sang  suami adalah  perbuatan  yang  benar walaupun 
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pelaku  mengetahui bahwa  perbuatannya  melanggar norma  –  norma 
yang telah hidup dalam masyarakat.  
Pelaku  WD (wanita) (wawancara tanggal 21  Mei  2016) 
mengatakan bahwa  ia telah  menjalin kasih dari  tahun  2010  dengan  
pelaku  KC (pria, selingkuhan si WD) dan pada tahun 2011 telah 
mengetahui bahwa pelaku KC telah menikah dan  memiliki  dua  orang  
anak, namun  pelaku  tidak memutuskan  hubungannya  dengan  pelaku  
KC (pria, selingkuhan si WD) karena  pelaku  terlanjur memiliki  rasa 
sayang  yang  besar dan    tetap  menjalin hubungan, hingga  pelaku 
akhirnya berbadan dua dan  mendesak agar segera dinikahi sehingga 
tidak menimbulkan malu. Adapun pelaku WD (wanita) mengatakan bahwa 
pelaku merupakan  guru honorer disuatu  sekolah  Dasar.  Dilihat dari 
pendidikan, pelaku  WD (wanita) merupakan  seseorang  yang  terpelajar 
karena telah menamatkan studi diploma tiga jurusan keguruan, namun 
pelaku tidak dapat berfikir secara jernih dikarenakan telah dibutakan oleh 
rasa sayangnya kepada pelaku KC.  
Pelaku FJ (wanita, selingkuhan si EL) (wawancara tanggal 22 
Mei 2016), mengatakan bahwa  pelaku  awalnya  tidak mengetahu  status  
pernikahan  pelaku  EL (pria). Setelah menikah barulah pelaku diberitahu 
bahwa pelaku EL bukanlah duda dan masih terikat tali perkawinan dengan 
istri pertama. Namun, walaupun  telah  diberitahu, pelaku  tidak tahu  
harus berbuat apa, dikarenakan  pelaku  telah  melakukan  perkawinan  
secara sah  dengan pelaku  EL  dan  tercatat  di kantor KUA, sehingga  
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pelaku  hanya  pasrah dan  menerima  untuk  menjadi istri  kedua  pelaku. 
Menurut penulis, pelaku  FJ (wanita, selingkuhan Si EL) tidak seharusnya  
menjadi pelaku  dalam  kasus ini, dikarenakan  pelaku  FJ  tidak  
mengetahui mengenai ikatan  perkawinan sang  suami (pelaku  EL), 
setelah  menikah  baru mengetahui sehingga  pelaku FJ hanya dapat 
pasrah menjadi istri kedua.  
Pelaku HS (wanita) (wawancara tanggal 21 Mei 2016), motifnya  
sama dengan  pelaku  WD yaitu  pelaku  mengatakan  bahwa  pelaku  
telah menjalin  kasih sebelumnya  dan  telah  berbadan  dua  sehingga  
pelaku meminta pertanggungjawaban pelaku GM (pria, selingkuhan si 
HS). Perbedaanya adalah, pelaku HS awalnya  tidak ingin melakukan  
hubungan  badan  (wanita) layaknya  seorang suami istri dengan pelaku, 
namun karena terus didesak dan pelaku GM (pria, selingkuhan si HS) 
meminta  bukti cinta,  dan  bukti cinta  yang  diharapkan  adalah 
melakukan  hubungan  layaknya  suami istri, maka  pelaku  HS dengan 
terpaksa melakukan hal tersebut dan mengakibatkan pelaku berbadan 
dua. Menurut penulis, pelaku HS (wanita) dengan mudah melakukan 
hubungan layaknya  suami istri  tersebut beralasan  cinta,  karena  pelaku  
HS merupakan seorang lulusan SD dan bekerja sebagai penjaga warung 
sehingga  pelaku  dengan  mudah  terperdaya  tanpa  memikirkan  masa 
depan  dan  konsekuensi dari  apa  yang  dilakukan. Selain  itu, pelaku 
juga  merupakan  seseorang  yang  memiliki  iman  yang  lemah, dimana 
menurut pelaku HS, dia tidak pernah diajarkan beribadah oleh keluarga 
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walaupun di KTP pelaku beragama Islam. Dari  pernyataan  keempat 
pelaku  di  atas  dapat dilihat bahwa keadaan  psikologis  dan  sosiologis  
para  pelaku  sangat berperan  penting  dalam  terjadi kejahatan  terhadap  
pemalsuan akta nikah  ini, dimana para pelaku yang memiliki perasaan 
yang tidak terkontrol yaitu rasa  sayang  yang  berlebihan  sehingga  
pelaku  tidak dapat berpikir secara jernih  dan  rasional melainkan  pelaku  
memiliki  pikiran  yang cenderung  apatis dan  melakukan  hal – hal yang  
membuat dirinya maupun  orang  yang  disayangi  merasa  bahagia,  
tanpa  melihat konsekuensi yang  dihasilkan  dari  perbuatan  para pelaku.  
Selin  itu, rasa  sayang  yang  berlebihan  sehingga  pelaku  tidak dapat 
berpikir secara jernih  dan  rasional melainkan  pelaku  memiliki  pikiran  
yang cenderung  apatis dan  melakukan  hal –  hal yang  membuat 
dirinya maupun  orang  yang  disayangi  merasa  bahagia,  tanpa  melihat 
konsekuensi yang  dihasilkan  dari  perbuatan  para pelaku.  Selain  itu, 
para pelaku juga memiliki strata pendidikan formal maupun pendidikan 
non  formal yang  kurang  sehingga  pelaku  dapat dengan  mudah 
dipengaruhi oleh  keadaan  lingkungan  maupun  kemauan  para  pelaku 
utama  sehingga  pelaku  dengan  mudah  terjerumus dalam  keadaan 
yang mengakibatkan pelaku harus melakukan kejahatan terhadap 
pemalsuan akta nikah ini.   
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d.  Faktor pemahaman agama yang kurang  
Sebab  keempat adalah  lemahnya  iman. Para psikolog  
muslim telah  membagi daya  dan  fakultas batin  manusia dimana  salah  
satu diantaranya  disebut dengan  ruhiyah. Secara etimologi, ruh  atau 
ruhiyah  berakar dari  kata  yang  sama,  yakni rawaha. Namun  dalam 
kontekstual penggunaan keduanya memiliki makna yang berbeda. Ruh 
adalah  nyawa  sedangkan  ruhiyah  adalah  sifat  yang  bersifat  spirit, 
semangat dan  belum  tentu  asalnya  ruh  atau  nyawa.  Aspek fitrah yang  
tertanam  dalam  jiwa  manusia secara  potensial akan  tumbuh 
berkembang  (mengaktual)  sejalan  dengan  kesempurnaan  akal dan 
kesucian  pribadi individu. Semakin baik akhlak seseorang  semakin tinggi 
pengetahuan seseorang, maka jiwa ruhiyah akan semakin kuat.  
Kebalikan  dari  itu  adalah  jiwa  rendah  yang  menurut para  psikologi 
muslim  senantiasa  mengajak manusia untuk memuaskan  nafsu  
kebinatangannya  (mirip dengan  konsep  “superego” dalam teori 
kriminologi Sigmund Freud). Menurut penulis salah  satu  sebab  pelaku  
WD dan  pelaku  HS melakukan  kejahatan  pemalsuan akta nikah  adalah  
lemahnya keimanan, atau  dengan  kata  lain  pemahaman  agama    yang  
dimiliki oleh para pelaku tersebut kurang. Seperti yang telah dijelaskan di 
atas, apabila  kedua  pelaku  memiliki  pemahaman  agama    yang  baik,  
maka kejadian tersebut  yaitu hamil di luar nikah tidak akan terjadi dan 
tidak akan  membuat pelaku  harus melakukan  kejahatan  tersebut.  
Penulis berkesimpulan  seperti itu, dikarenakan  kedua  pelaku  
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merupakan seseorang  yang  beragama  Islam, dimana  dalam  
pemahaman  agama Islam, seorang  muslim  haram  melakukan  
hubungan  badan  layaknya suami istri  dengan  pasangan  yang  belum 
menjadi muhrimnya  atau belum menikah dengan sah.  
e.  Faktor rendahnya pemahaman hukum  
Sebab  keenam  adalah  faktor rendahnya pemahaman  hukum, 
maksudnya  adalah  salah  satu  sebab  melakukan  kejahatan  terhadap 
pemalsuan akta nikah  adalah  rendahnya pemahaman  masyarakat 
terkhusus para pelaku mengenai kejahatan pemalsuan akta nikah maupun 
upaya hukum yang berlaku atau  ada  di negara Indonesia.  Dimana, 
masyarakat tidak memahami bahwa apabila seseorang yang menikah 
untuk kedua kalinya tanpa putusnya perkawinan yang sebelumnya dan 
tanpa persetujuan  pasangan  yang  pertama  maka  dapat didakwa 
melanggar Pasal 263  KUHP. Masyarakat hanya  memahami bahwa 
pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  hanya  dapat diproses 
dalam  pengadilan  agama  dan  tidak menimbulkan  sanksi penjara, 
padahal kejahatan  terhadap  pemalsuan akta nikah  ini merupakan  suatu  
kejahatan  yang  memiliki  sanksi berat, seperti yang tertuang pada pasal 
236 KUHP : Selain itu, masyarakat juga tidak terlalu paham mengenai 
upaya –  upaya  hukum  ada,  sehingga  mengabaikan  proses hukum  
yang terjadi dan mengambil resiko untuk dijatuhkan sanksi.  
Pelaku  IP (pria) (wawancara tanggal 25  Mei  2016) 
mengatakan bahwa, pelaku  sesungguhnya  tidak berniat  untuk menikah  
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tanpa sepengetahuan  istri  pertama  dan  mengaburkan  asal usul pelaku 
menjadi duda, karena  pelaku  beranggapan  bahwa  dirinya  telah 
menjadi duda, dan  putusan  cerai dari  Pengadilan  Agama  Pare-Pare 
telah berkekuatan tetap. Pelaku mengaku bahwa ia telah mengajukan 
cerai terhadap  istri  pertama  ke  Pengadilan  Agama  Pare-pare  dan 
telah  diputus secara  Verstek  oleh  Pengadilan  Agama  Pare-pare. 
Putusan inilah yang dibawa pelaku sebagai bukti bahwa pelaku telah 
bercerai dan  berstatus duda. Namun,  ternyata  istri  pertama mengajukan  
upaya  hukum  verset  yaitu  perlawanan  terhadap  putusan verstek  yang  
dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  Pare-pare  dan majelis hakim  
menerima  upaya  tersebut sehingga putusan  verstek belum  berkekuatan  
hukum  (incraht). Surat pemberitahuan oleh pengadilan agama bahwa istri 
pelaku telah mengajukan upaya hukum verset telah pelaku terima, namun 
ia tidak memahami mengenai upaya hukum tersebut dan menyikapinya 
dengan santai dan menikah dengan saudara Rukmana  sebelum  proses 
upaya  hukum  yang  diajukan  istri pertama selsesai.  
Dari  penjelasan  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu 
penyebab  utama  pelaku  IP (pria) melakukan  kejahatan  pemalsuan akta 
nikah ini adalah ketidakpahaman pelaku terhadap upaya hukum yang  
ada. Selain  ketidakpahaman, kurangnya  sosialisasi aparat penegak 
hukum  terhadap  masyarakat  mengenai kejahatan  terhadap pemalsuan 
akta nikah sehingga membuat masyarakat secara alami melakukan  
kejahatan  ini tanpa  mengetahui resiko yang  akan  mereka dapatkan. 
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B.  Upaya – Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan 
terhadap Pemalsuan Akta NIkah di Kota Pare-Pare   
Adapun upaya  –  upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah maupun aparat penegak hukum  dalam  menanggulangi kejahatan  
terhadap  pemalsuan akta nikah adalah :  
1.  Sosialisasi mengenai Keluarga Sadar  Hukum (KADARKUM) oleh 
Pengadilan Negeri Pare-Pare 
Upaya  pertama  yaitu  sosialisasi mengenai  Keluarga  Sadar 
Hukum (KADARKUM) oleh  Pengadilan  Negeri  Pare-pare.  Sosialisasi 
yang  dimaksud adalah  sosialisasi yang  dilakukan  atas oleh  pengadilan  
negeri, dimana kegiatan  ini dilakukan  di kecamatan - kecamatan  tertentu  
yang masyarakatnya  dianggap  kurang  paham  atau  kurang  mengetahui 
tentang hukum  pada  umumnya. Adapun  dalam  kegiatan  ini, yang  
menjadi pemateri adalah hakim yang dianggap berkompeten untuk 
memberikan materi.   
Menurut Nur kautsar hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare 
(wawancara tanggal 24 Mei 2016) sosialisasi KADARKUM dilakukan tiga 
bulan sekali di suatu kecamatan yang masyarakatnya masih dianggap 
memiliki pengetahuan yang kurang mengetahui hukum. Adapaun 
sosialisasi ini dihadiri oleh setiap keluarga  sehingga  tujuan  sosialisasi ini 
diterima dengan baik oleh setiap keluarga masyarakat. Tujuan dari  
sosisalisasi ini adalah 1). Setiap masyarakat ataupun keluarga 
mengetahui mengenai hukum yang berlaku. 2). Masyarakat menjadi 
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terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian  upaya  
pertama  ini merupakan  salah satu upaya pencegahan  kejahatan  secara 
preventif, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk 
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.  
2.  Penyuluhan mengenai kejahatan yang terjadi pada  suatu 
perkawinan oleh aparat Kepolisian  
Menurut Ardi Soreang (wawancara tanggal 19 Mei 2016) yang 
menjabat sebagai Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) 
bahwa penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian    biasanya  
diadakan atas kerjasama dengan  organisasi – organisasi kemahasiswaan  
baik yang organisasi intern maupun ekstrern mahasiswa. Adapaun 
penyuluhan yang dilakukan terkait dengan kejahatan dalam hal 
perkawinan biasanya bekerja sama dengan kantor BKKBN kota Pare-
pare. Penyuluhan  yang  dilakukan kepolisian yang bekerja  sama  dengan 
kantor BKKBN berupa  penyuluhan  mengenai kejahatan  yang  dapat 
ditimbulkan oleh perbuatan – perbuatan yang menyangkut pernikahan, 
status suami istri maupun yang tergabung ke dalam  kejahatan dalam 
rumah tangga. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami 
mengenai kejahatan yang timbul dalam  suatu  perkawinan  dan  tidak 
melakukan perbuatan tersebut.  
Upaya kedua ini, adalah  upaya preventif yaitu bertujuan untuk 
mencegah masyarakat melakukan  perbuatan  yang melanggar hukum  
dan  melanggar norma - norma  yang  ada  dalam masyarakat.  
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3.  Membuat website yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap 
Kantor Urusan Agama (KUA)    
Upaya  ketiga  adalah  membuat website  yang  dapat dengan  
mudah diakses oleh  setiap  Kantor Urusan  Agama  (KUA) di Indonesia.  
Maksudnya adalah  kementerian  agama  sedang  menjalankan  program  
agar setiap  KUA memasukkan data yang dimiliki ke dalam website yang 
disediakan dan dapat diakses oleh setiap KUA sehingga setiap orang 
yang mendaftarkan diri untuk menikah tidak dapat memberikan data palsu 
dan tidak dapat menikah untuk kedua kalinya dengan memberikan status 
belum menikah.  
Menurut pegawai KUA MAF (Inisial) (Wawancara tanggal 25  
Mei 2016) bahwa Kementerian Agama telah mengedarkan surat ke 
seluruh KUA agar setiap KUA wajib memiliki sarana internet untuk 
memudahkan pegawai menginput data ke dalam website pengolahan data 
informasi yang disediakan oleh Kementeriaan Agama. Upaya  tersebut 
menurut penulis merupakan  upaya  preventif  yang diupayakan  oleh  
kementerian  agama  agar setiap  orang  tidak dapat memalsukan data 
pribadi yang dilaporkan, sehingga kejahatan terhadap pemalsuan akta 
nikah tidak terjadi lagi.  
4.  Memproses  secara  Pidana Pasangan Pelaku Kejahatan terhadap 
Pemalsuan Akta Nikah 
Upaya  keempat yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian  
adalah memproses secara pidana pasangan pelaku kejahatan terhadap 
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pemalsuan akta nikah. Maksudnya  adalah,  apabila  pelapor melaporkan  
seseorang melakukan  perkawinan  tanpa  izin dari  istri ataupun  suami 
dari  perkawinan sebelumnya, maka yang diproses atau didakwa bukan 
hanya yang dilaporkan melainkan  yang  dilaporkan  dan  pasangannya. 
Dengan  kata  lain kedua duanya ikut dijadikan terdakwa dan diproses 
secara hukum.   
Menurut  aparat kepolisian Polres Kota Pare-pare Ardi Soreang 
(wawancara tanggal 19  Mei 2016), bahwa  upaya  tersebut dilakukan 
agar kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah tidak dilakukan dan 
membuat orang yang berpotensi melakukan batal melakukannya. Selain 
itu, upaya ini tidak serta merta diterapkan oleh kepolisian, dimana aparat 
kepolisian harus menyelidiki  terlebih dahulu apakah  pasangan  pelaku  
mengetahui bahwa pelaku  sudah  memiliki istri  maupun  suami  dan  
masih terikat  secara sah dengan  para korban.  Apabila  pasangan  
pelaku  mengetahui dan  tetap mengadakan  perkawinan  maka  
pasangan  pelaku  harus ikut  menjadi terdakwa  dalam  kasus ini, karena  
ikut  secara sadar melakukan  kejahatan tersebut.  Namun,  apabila  
pelaku  pasangan  tidak  mengetahui  sama  sekali sampai adanya  
laporan  korban  kepada  pihak kepolisian,  maka  pelaku pasangan  tidak 
dapat diproses secara pidana  karena  dianggap  tidak mengetahui dan  
melakukan  kejahatan  tersebut karena  merasa  tertipu  oleh pengakuan 
pelaku. Upaya  ini termasuk  tindakan  represif, yaitu  segala tindakan  
yang dilakukan  oleh  aparatur penegak hukum  sesudah  terjadinya  
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tindak pidana.  
Upaya  ini dilakukan  sebagai salah  satu  cara  agar kejahatan  
terhadap  pemalsuan akta nikah  dapat ditekan  selain dan  pelaku  
menjadi jera untuk mengulangi kejahatan tersebut.  
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       BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
1. Faktor – faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan 
pemalsuan terhadap akta nikah, adalah sebagai berikut : 
a. Faktor Keluarga yang Tidak Rukun 
b. Faktor Kekerasan 
c. Faktor Internal 
d. Faktor Pemahaman Agama yang Kurang 
e. Faktor Rendahnya Pemahaman Hukum 
2. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukummaupun 
Kementrian Agama dalam mencegah dan memberantas 
kejahatan pemalsuan terhadap akta nikah. 
a. Sosialisasi mengenal Keluarga Sadar Hukum 
(KADARKUM) oleh Pengadilan Negeri Pare-pare 
b. Penyuluhan megenai Kejahatan yang Terjadi pada Suatu 
Perkawinan oleh Aparat Kepolisian 
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c. Membuat Website yang dapatdengan muda di Akses oleh 
setiap Kantor Urusan Agama (KUA) 
d. Memproses secara Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap 
Pemalsuan Akta NIkah 
B. SARAN 
1. Masyarakat diharapkan dapat proaktif ikut dalam penanggulangan 
kejahatan seperti ini dengan tidak diam apabila menagatahui 
adanya pemalsuan identitas diri seseorang yang ingin mengadakan 
pernikahan sehingga pelaku dapat mengecoh keluarga pasangan 
pelaku dengan mengaku menjadi seorang bujang atau gadis. 
2. Aparat penegak hukum kepolisian maupun pengadilan diharapkan 
dapat lebih gencardalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
terhadap diri seseorang yang berada di daerah – daerah terpencil 
maupun di kota besar agar masyarakat mengetahui jenis kejahatan 
terhadap pemalsuan akta nikah, dan tidak lagi melakukan 
kejahatan ini dengan dalih tidak mengetahui adanya jenis kejahtan 
ini. 
3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat lebih teliti 
dalam memeriksa data – data pribadi para calon mempelai 
(perempuan maupun laki – laki) sehingga pemalsuan dapat 
dihindari dan kejahatan terhadap pemalsuan akta nikah tidak terjadi 
dengan mudah.  
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